
 

 
 

 
 
 

 
 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR 15 TAHUN 2015 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PUNGUTAN DESA DAN                  

SUMBANGAN DESA 
 

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan 
masyarakat     dan    dinamika    peraturan   

perundang-undangan, maka guna kepastian hukum 
perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pungutan 
Desa pada  Peraturan  Daerah Kabupaten Karanganyar 

Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pungutan Desa dan    
Sumbangan Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2013 tentang 
Pungutan Desa dan Sumbangan Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa        

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 55); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 5679); 
 

 
 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 214 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47              

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5717); 
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 
Tahun 2013 tentang Pungutan Desa dan                
Sumbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

karanganyar Tahun 213 Nomor 9, Lembaran Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 9); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

dan 
BUPATI KARANGANYAR 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PUNGUTAN DESA DAN 
SUMBANGAN DESA. 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Karanganyar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pungutan Desa 
dan Sumbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9), diubah sebagai 
berikut : 

A. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut : 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.  
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Karanganyar. 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.  

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Karanganyar  

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai 
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. 

7. Camat adalah Camat di wilayah Daerah 

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa. 

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah. 
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 

disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan 
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa.  

13. Peraturan    Desa    adalah     peraturan     

perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala 
Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.   

14. Peraturan Kepala Desa adalah produk hukum desa 

yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat 
mengatur. 

15. Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum desa 
yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat 
menetapkan.  

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya 

disebut APB Desa adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Desa. 
18. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 
19. Pengawasan terhadap penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan 

Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan 
ketentuan yang telah ditetapkan. 

20. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa 
uang maupun barang yang dilakukan Pemerintah 
Desa terhadap masyarakat. 

21. Sumbangan adalah pendapatan yang berasal dari 
pemberian sukarela yang berupa uang atau barang 

dari masyarakat atau badan hukum berdasarkan 
kesepakatan  dengan  Pemerintah  Desa dan disetor 
ke Kas Desa  sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 

kongsi, koperasi, perkumpulan, yayasan, organisasi 
masa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya.  
    

B. Ketentuan Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c 

dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 3 

Jenis-jenis pungutan yang dapat dilaksanakan oleh 
Desa meliputi : 

a. dihapus; 
b. dihapus; 
c. dihapus; 

d. layanan terhadap pemanfaatan aset desa. 
 

C. Ketentuan  Pasal  4  huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 4 

Tarif Pungutan Desa ditetapkan sebagai berikut : 

a. dihapus; 
b. dihapus; 

c. dihapus; 
d. dihapus; 
e. pungutan penggunaan aset desa sesuai dengan 

kondisi aset yang digunakan. 
 

D. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 9 
(1) Surat    Keberatan  yang   diajukan   disertai   

alasan-alasan yang jelas. 

 
 

 
 
 



(2) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan 

oleh Kepala Desa atau tanda pengiriman surat 
keberatan sebagai tanda bukti penerimaan surat 

keberatan. 
(3) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, 

sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala Desa 

harus memberi keputusan atas keberatan yang 
diajukan.  

(4) Keputusan Kepala Desa atas keberatan dapat 
berupa menerima seluruhnya atau sebagian 
menolak.  

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) telah lewat dan Kepala Desa tidak memberi 
suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 

dianggap ditolak.  

 
Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
Penempatannya dalam Lembaran Daerah                     
Kabupaten Karanganyar. 

 
 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 22 Oktober 2015 

BUPATI KARANGANYAR, 

 
                ttd. 

 
        JULIYATMONO 

 

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal 30 Oktober 2015 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KARANGANYAR, 
 

                 ttd.  
      

SAMSI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 15 
 

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

PROVINSI JAWA TENGAH : (15/2015) 
 

 


